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PUTUSAN

Nomor: 243/Pdt.G/2018/PA.Dps
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan antara:

Pemohon, umur 34 tahun (Jombang, 21 Nopember 1984), Agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 32 tahun (Lumajang, 2 Januari 1986), Agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA
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Bahwa dalam surat yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Denpasar dalam register Nomor: 243/Pdt.G/2018/PA.Dps
tanggal 23 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 23 Juni 2005, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gucialit, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor: 000/00/V1/2005, tertanggal 23 Juni 2005;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir pada
tanggal, 16 Desember 2006 dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun pada tanggal 25 Februari 2015, antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Pemohon dan Termohon sering cekcok.
b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Agus

Hidayat yang pemohon lihat sendiri, mereka berdua di dalam kamar kos.

c. Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir atau ekonomi yang
diberikan oleh Pemohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus menerus
akhirnya sejak bulan Desember Termohon pergi ke Kelurahan Sanur Kauh,
kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, meninggalkan

kediaman bersama sampai dengan sekarang ,dan sudah tidak ada nafkah
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lahir maupun bathin, walau pun masih ada komunikasi sampai dengan
sekarang;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat
menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup berrumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada
Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon
(Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum
yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua

Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a

guo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
roj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Denpasar;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon
telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis
maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Baras, SH.
M.SI. namun usaha tersebut gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat
permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya
membenarkan atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/00/VI/2005, tanggal 23 Juni 2005,
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Panggang,
Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti
surat tersebut oleh hakim ketua diberi kode (P.1) dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi Pertama, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP. pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan denpasar Selatan,
Propinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai

Sepupu Pemohon;
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- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan
telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh
dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Hidayat dan Termohon
selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah
sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;

- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi Kedua, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Selata, Kota Denpasar, Propinsi
Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai
Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan
seorang laki-laki yang bernama Teman Selingkuh dan Termohon selalu
merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi oleh Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah

sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang;
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- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak mengajukan bukti karena
tidak hadir di persidangan:

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya
tetap pada pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon
ternyata tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon
perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala hal yang
tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan setiap kali sidang akan tetapi tidak berhasil, dan telah
memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi dan
berdasarkan laporan Mediator tertanggal 07 Juni 2018, mediasi telah
dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan

yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon disebabakan
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sejak  Pebruari 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan seorang
laki-laki bernama Agus Hidayat dan Termohon merasa tidak cukup dengan
nafkah yang diberi oleh Pemohon dan sejak bulan Desember 2015 Termohon
telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang,
sehingga Pemohon sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan hidup berumah tangga bersama Termohon;

Menimbang, bahwa di muka sidang Termohon dalam jawabannya pada
pokoknya mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang
dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang

mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuna Pemohon dan saksi —
saksi dalam persidangan, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan
Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk

mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 23 Juni 2005 di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guciati,

Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka
Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari
pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
yang telah dewasa dan disumpah dan telah memberi keterangan di depan
sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga
dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan
dengan perkara ini dimana saksi-saksi telah menerangkan saling bersesuaian
dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi
mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang selama
menikah dikaruniai seorang anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak harmonis, sejak Pebruari 2015 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan seotang laki-laki yang
bernama Agus Hidayat, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah
yang diberi Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2015 telah pergi
meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, hal mana telah
mengakibatkan Pemohon sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi

untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan
Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai
berikut:

— Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai
seorang anak;

— Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis lagi sejak Pebruari 2015 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

— Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon
selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Agus Hidayat, Termohon
merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, dan Termohon telah pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang hal ini
mengakibatkan Pemohon menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi hidup
berumah tangga dengan Termohon;

— Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar
rukun kemabili, tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata
Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
terus-menerus hingga saat ini dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam rumah tangga, dimana Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai,
oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi
dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal

(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terwujudnya rumahtangga yang
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sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut
di atas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat
lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk
melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (b dan h) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan
berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan
juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami
isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak
lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga
sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti
tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon sudah
dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang
lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai

“Tasrih bi lhsan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup

beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk
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menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa alasan permohonan Pemohon memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan
seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak

terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara
resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal
149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hokum

syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Denpasar;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.591.000,- ( lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulgoidah
1439 Hijriyah oleh kami DRS. AF. MAFTUKHIN, MH., sebagai Ketua Majelis,
DRS. Hj. A. BUNGAWALI, MH. dan DRS. A. JUNAIDI, MHI. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut
dan dibantu oleh H. MUJEMAL, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon dan diluar dihadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

DRS. AF. MAFTUKHIN, MH.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

DRS. Hj. A. BUNGAWALI, MH. DRS. A. JUNAIDI, MHL.

PANITERA PENGGANTI,
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H. MUJEMAL, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan telah sesuai dengan aslinya
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Pengadilan Agama Denpasar

Panitera

I.G.B. KARYADI, SH., MH.

Halaman 14 dari 13 him. Put. No. 0243/Pdt.G/2018/PA.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



